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ANGGARAN RUMAH TANGGA 

KOMUNITAS KOLEKTOR PRANGKO INDONESIA

( ART KKPI )
 ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOMUNITAS KOLEKTOR PRANGKO INDONESIA

Pasal 1

STATUS PERKUMPULAN
1. Komunitas Kolektor Prangko Indonesia, selanjutnya disingkat KKPI adalah wadah organisasi para kolektor prangko Indonesia.

2. KKPI merupakan organisasi  yang bersifat mandiri, non politik dan non profit.
Pasal 2
LAMBANG

1. Sebagai tanda pengenal Komunitas Kolektor Prangko  Indonesia (KKPI), maka ditetapkan lambang atau Logo berupa gambar burung merpati  dan sepucuk sampul surat berwarna merah dan di samping kanan terdapat tulisan Komunitas Kolektor Prangko Indonesia” yang disusun dalam dua baris.. Penjelasan lebih lengkap mengenai lambang ini terdapat pada bagian lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam ART ini 
2. Lambang KKPI tersebut digunakan di semua kepengurusan KKPI serta panitia dalam kegiatan yang dibentuk oleh KKPI
3. Lambang KKPI dipergunakan untuk semua jenis kegiatan yang bersifat administratif berupa Kop Surat, Stempel/Cap, Kartu Anggota KKPI  yang bentuk dan ukurannya disesuaikan.

4. Lambang KKPI dapat juga dibuat dalam bentuk Souvenir/Merchandise yang dikeluarkan secara resmi oleh Dewan Pengurus KKPI
5. Penggunaan Lambang/Logo KKPI untuk kepentingan lain yang tidak diatur dalam ART ini harus mendapat izin Dewan Pengurus KKPI.
6. Copyright Lambang atau Logo KKPI sepenuhnya pada Dewan Pengurus KKPI.
Pasal 3
TUJUAN
1. Untuk mencapai tujuan KKPI sebagaimana dimaksud Pasal 3 (3) Anggaran Dasar (AD) KKPI, maka semua tingkat kepengurusan KKPI  harus mengupayakan pengembangan filateli dalam arti seluas-luasnya.

2. Pengembangan filateli dilakukan melalui kerja sama dengan semua pihak yang terkait, terutama lembaga yang berkaitan dengan penyelenggara pos dan pemerintah, pemerintah daerah dan kalangan swasta.

3. Dalam pengembangan filateli dilakukan baik secara kuantitas maupun kualitas.
Pasal 4

STATUS KEANGGOTAAN
1. Anggota Biasa adalah semua anggota yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan yang ditetapkan pengurus dan bersedia mengikuti Ketentuan AD/ART KKPI..
2. Anggota Prioritas adalah Anggota Biasa yang bersedia memberikan kontribusi dana tertentu untuk memajukan organisasi. KKPI. 

3. Anggota Kehormatan adalah Setiap orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus karena jasa atau memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan organisasi 
4. Ketentuan mengenai Syarat-Syarat Keanggotaan baik Anggota Biasa, Anggota Prioritas dan Anggota Kehormatan diatur dengan Ketentuan tersendiri oleh Dewan Pengurus

Pasal 5

KARTU TANDA ANGGOTA

1. Setiap Anggota KKPI wajib memiliki Kartu Tanda Anggota
2. Kartu Tanda Anggota memuat:
a. Nomor anggota.
b. Nama anggota.
c. Masa laku.
d. Pasfoto.
e. Lambang KKPI 
3. Ketentuan mengenai bentuk, ukuran dan tata penggunaan Kartu Tanda Anggota ditetapkan dalam Ketentuan tersendiri oleh Dewan Pengurus KKPI
Pasal 6
PROGRAM KERJA
1. Untuk mencapai tujuan KKPI dilakukan dengan mengadakan sejumlah kegiatan yang tersusun dalam Program Kerja
2. Program Kerja ditetapkan Musyawarah Nasional KKPI dan dijabarkan oleh Dewan Pengurus melalui Program Kerja Tahunan dan Program Kerja Jangka Panjang.

3. Dalam Program Kerja minimal harus memuat kegiatan pembinaan kepada para filatelis, pameran, lokakarya, perlombaan dan pembenahaan organisasi

4. Untuk pertama kalinya materi program kerja ditetapkan oleh Dewan Pendiri KKPI dan dapat disesuaikan dengan kemampuan oleh Dewan Pengurus KKPI melalui Rapat Pleno.

Pasal 7
DEWAN PENGURUS
1. Dewan Pengurus KKPI terdiri atas sekurang-kurangnya seorang KetuaUmum, Wakil Ketua I, Wakil  Ketua II, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris, Bendahara , Wakil Bendahara dan Divisi-Divisi .

2. Jumlah dan jenis Divisi ditetapkan menurut kebutuhan dan dipimpin oleh seorang Ketua. 
3. Dalam hal terjadi kekosongan pengurus dan/atau tidak aktifnya pengurus KKPI, maka dapat diadakan pergantian dan/atau pengisian jabatan pengurus antar waktu.

4. Pergantian dan/atau pengisian jabatan pengurus antar waktu harus dilakukan melalui prosedur:
a. diputuskan dalam suatu Rapat Pleno Dewan Pengurus KKPI yang dipimpin Ketua Umum;
b. diumumkan dalam Rapat Tahunan Anggota KKPI dan melalui media tertulis  yang dimilik KKPI
5. Hal-hal lain yang menyangkut pergantian dan/atau pengisian jabatan pengurus antar waktu akan diatur dalam ketentuan tersendiri.


Pasal 8
DEWAN PEMBINA
1. Dewan Pembina KKPI  terdiri atas sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang termasuk Ketua.
2. Anggota Dewan Pembina dipilih dari Tokoh filateli senior atau tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap hobi filateli dan dipandang mampu memajukan filateli dan organisasi KKPI.

3. Dewan Pembina KKPI mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pengurus KKPI baik diminta maupun tidak.

4. Bila dipandang perlu Dewan Pengurus KKPI dapat meminta seorang pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat untuk menjadi Dewan Pembina KKPI.

Pasal 9
DEWAN PENASEHAT
1. Dewan Penasehat KKPI terdiri atas sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang termasuk Ketua

2. Anggota Dewan Penasehat dipilih dari Tokoh Filateli senior atau mantan anggota Dewan Pengurus KKPI  berwawasan luas di bidang filateli, serta mempunyai perhatian besar terhadap pembinaan dan pengembangan filateli di Indonesia.
3. Dewan Penasehat mempunyai tugas memberikan pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pengurus KKPI, baik diminta maupun tidak.
Pasal 10
RAPAT TAHUNAN ANGGOTA

1. Rapat Tahunan Anggota  diselenggarakan sekali setahun oleh Dewan Pengurus KKPI, yang waktu pelaksanaannya antara bulan September - Desember setiap tahun berjalan. Bersamaan dengan Rapat Tahunan Anggota KKPI diselenggarakan pula kegiatan Pameran Filateli dan atau kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memajukan hobi perfilatelian serta meningkatkan pengetahuan anggota mengenai filateli.

2. Agenda Rapat Tahunan Anggota sekurang-kurangnya adalah:
a. Evaluasi laporan kegiatan dalam tahun berjalan.
b. Penetapan program kegiatan tahun berikutnya.
c. Penetapan tempat dan waktu Rapat Tahunan Anggota tahun berikutnya.
3. Rapat Tahunan Anggota dihadiri oleh Dewan Pengurus KKPI dan Anggota.

4. Rapat Tahunan Anggota dapat dihadiri juga Dewan Pembina dan Dewan Pengurus serta peninjau dan undangan yang ditetapkan Dewan Pengurus KKPI .

Pasal 11
MUSYAWARAH NASIONAL

1. Musyawarah Nasional KKPI diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun
2. Musyawarah Nasional KKPI  dihadiri oleh Dewan Pengurus KKPI dan Anggota.

3. Musyawarah Nasional KKPI dapat dihadiri pula oleh peninjau dan undangan.
4. Dewan Pembina dan Dewan Penasehat diundang menghadiri Musyawarah Nasional KKPI.

5. Musyawarah Nasional KKPI  dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
6. Sidang-sidang pembukaan Musyawarah Nasional KKPI terdiri atas  pengesahan tata tertib dan pemilihan presidium Musyawarah Nasional dipimpin oleh Ketua Umum KKPI. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Presidium yang terpilih.

7. Agenda Sidang Musyawarah Nasional KKPI adalah.
a. Memilih Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus 
b. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
c. Menetapkan Program Kerja KKPI untuk 5 (lima) tahun.

d. Mengevaluasi pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan KKPI

e. Hal-hal lain yang berkembang pada saat Musyawarah Nasional KKPI dan dianggap perlu.untuk kemajuan dan perkembangan organisasi.
Pasal 12
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Kecuali telah ditetapkan tegas dalam Anggaran Dasar KKPI maka  pengambilan keputusan dalam Musyawarah Nasional dan Rapat Tahunan Anggota dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
Pasal 13
KEGIATAN
1. Untuk mencapai tujuan KKPI sebagaimana termaksud dalam Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga ini, maka KKPI menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan filateli diantaranya sebagai berikut:
a. Pameran Filateli

b. Perlombaan-Perlombaan yang berkaitan dengan Filateli.

c. Seminar, Lokakarya dan Penyuluhan Filateli

d. Penerbitan Media-media baik tertulis maupun melalui publikasi Internet mengenai Filateli.

e. Bursa dan Lelang Filateli.

f. Kegiatan-kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk memajukan hobi filateli dan ditetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Pengurus KKPI.

2. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh KKPI dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, baik instansi pemerintah maupun organisasi atau pun melalui kerjasama dengan pihak swasta/sponsor (Sponsorship).

3. Bila kegiatan dilakukan dengan pihak swasta/sponsor maka dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan/kemitraan.
Pasal 14
KEUANGAN
1. Keuangan KKPI berasal dari Iuran Anggota  yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus

2. Selain Iuran Anggota maka setiap anggota dapat memberikan sumbangan atau kontribusi dalam jumlah tertentu kepada KKPI.

3. Sumbangan dan bantuan serta pendapatan lainnya dimasukkan dalam Kas KKPI oleh Bendahara 

4. Semua pemasukan dan pengeluaran KKPI dicatat dan dibukukan oleh Bendahara KKPI dan dilaporkan  kepada Ketua Umum
5. Hal-hal lain yang belum diatur ditentukan berdasarkan Rapat Pleno Dewan Pengurus KKPI.

Pasal 15
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
1. Usul atau saran mengenai perubahan Anggaran Rumah Tangga diajukan kepada Dewan Pengurus KKPI secara tertulis sebulan sebelum diadakannya Musyawarah Nasional KKPI.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan Musyawarah Nasional KKPI.
Pasal 16
ATURAN TAMBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri oleh Dewan Pengurus KKPI.
2. Ketentuan dan aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus diumumkan secara tertulis melalui media yang dimiliki KKPI dan diumumkan secara lisan dalam Rapat Tahunan Anggota KKPI.
3. Untuk pertama kalinya Anggaran Rumah Tangga KKPI ini ditetapkan oleh Dewan Pendiri KKPI.
Pasal 17
PENUTUP
1. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

2. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 01 September 2012.
